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Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagal jaring pengaman sosial bagi
masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun
2020 secaratigatahap, yaitu bulan April, bulan Me dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar
Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTK S yang kriterianyatelah ditetapkan dalam
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan
sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi
COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD
sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan
menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017).
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan
wawancara mendalam sebagal data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, sertateknik analisis
yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos
APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi
COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang
ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin
dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh
para pelaksana agar intervens yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai
bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanyatrial error. Rekomendasi yang dapat
diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya
dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTK S

...... Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash asasocia safety net for people
whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three
stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK
for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation
Number 38 of 2020. The provision of APBD socia assistance isintended as aform of protection to ensure
that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aimsto analyze
the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19
in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton
(2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth
interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is
gualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD socia assistance policy asa
social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is
going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the componentsin the
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framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has
aready been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers
so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an
unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that
can be given isthat the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other
implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS.



